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PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERALIHAN WEWENANG
PERWALIAN NIKAH MELALUI WASIAT

A. Biografi dan Karya-Karya Ibnu Qudamah
1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah merupakan ulama besar dibidang ilmu fikih, yang
kitab-kitab fikihnya merupakan kitab standar bagi Madzhab Hanbali. Beliau
lahir di Damascus, Suriah pada tahun 541 H/1147 M-620 H/1224 M,
tepatnya di Jamma’il suatu daerah di Nablus. Nama lengkapnya adalah
Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin
Qudamah a-Magsidi. Ibnu Qudamah menurut para sgarahwan termasuk
keturunan Umar bin Khattab, melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab
(Ibnu Umar).*

Ibnu Qudamah hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung,
khususnya di daerah Syam (sekarang Suriah), sehingga keluarganya terpaksa
mengasingkan diri ke Yerusalem pada tahun 551 H dan bermukim di sana
selama 2 tahun. Kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyun, sebuah
desa di Libanon. Di desa inilah beliau memulai pendidikannya dengan
mempelgari a-Qur’an dari ayahnya sendiri serta beberapa orang syekh di
daerah itu.?

Pada Tahun 561 H 1bnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak
untuk menuntut ilmu di sana khususnya dibidang figih. la berada di Irak
selama 4 tahun dan belgjar kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani (ahli figih
470H/1077 M-561 H/1166 M) dan beberapa syekh lainnya® Di sana beliau
mendalami ilmu figih, hadits, perbandingan madzhab, nahwu (gramatika

! Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), him. 279.
2 Abdul Azis Dahlan, Op. Cit., him. 619.
% Ali Hasan, Op. Cit., him. 279.
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arab), lughah (ilmu bahasa), hisab (ilmu hitung), nujum (ilmu perbintangan/
astronomi), dan berbagai macam ilmu lainnya.*

Pada tahun 578 ia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan
sekaligus menuntut ilmu dengan syekh al-Mubarok bin Ali bin al-Husain bin
Abdillah bin Muhammad a-Tabakh a-Baghdawi (wafat 575H), seorang
ulama besar Madzhab Hanbali dibidang figih dan usul figih. Kemudian ia
kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu a-Manni dibidang
figih dan Usul figih dalam madzhab Hanbali. Setelah satu tahun ia kembali
ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis
buku.”

Sejak mengabdikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai
wafat pada tahun 620 H, lbnu Qudamah tidak pernah keluar dari
Damaskus. Di samping mengagjar dan menulis buku, sisa hidupnya juga
diabdikannya untuk menghadapi Perang Salib melalui pidato-pidatonya
yang tajam dan membakar semangat umat 1slam.®

Ibnu Qudamah dikena oleh ulama semasanya sebagai seorang
ulama besar yang menguasal berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan
yang luas tentang persoaan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas dan
dicintal teman-teman sgjawatnya. Tidak kurang dari gurunya sendiri yaitu
Ibnu a-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah.
Ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepada Ibnu al-Manni,
gurunya ini enggan melepaskannya seraya ber kata: "tinggallah engkau di
Irak ini, karena jika engkau berangkat, tak ada lagi ulama yang sebanding

dengan engkau di Irak”. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengakui, "setelah al-

* Ibnu Qudamah, al-Mughni, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Juz. 1, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), him. 4.

® Ali Hasan, Op. Cit.,, him. 279-280.

® 1bid
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Auza’i (salah seorang pengumpul hadits pertama di Syam) ulama besar di
Suriah adalah Ibnu Qudamah.”

Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri dari Abu Bakar bin
Abdillah bin Sa’ad al-Magdisi, paman Muwaffaquddin. Dari pernikahan
itu dia dikaruniai lima orang anak: tiga laki-laki yaitu Abu a-Fadhl
Muhammad, Abu al-‘1zzi Yahya dan Abu al-Mgjid Isa, serta dua anak
perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Muwaffaguddin adalah seorang
yang berparas tampan, di wagahnya terdapat cahaya seperti cahaya
matahari yang muncul karena sikap wara’, ketakwaan, dan zuhudnya,
memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik dan merupakan
seorang penyair besar.?

Ibnu Qudamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak
diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi guru-guru lbnu Qudamah
itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad,
Damaskus, Mousul, dan Makkah. Berikut beberapa guru yang pernah
mengajar 1bnu Qudamah:

Abu Zur’ah Thabir bin Muhammad bin Thahir al-Magdisi

Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau
yang terkenal dengan nama Ibnu al-Khasysyab

Jamaluddin Abu a-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau
yang terkenal dengan nama Ibnu al-Jauzi

Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad ath-Thus al-
Baghdadi atau Ibnu Taa|

Abu al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenl dengan
nama Ibnu a-Mina an-Nahrawi

Muhammad bin Muhammad as-Sakan

" Abdul Azis Dahlan, Op. Cit., him. 620.
& Ibnu Qudamah, al-Mughni, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Op. Cit., him. 5.
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Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-
Maqdisi

Abu a-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hila al-
Azdi ad-Dimsyaq,

abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hanbali

Abu a-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath-Thusi.°

Adapun murid-murid dari 1bnu Qudamah adalah:

Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah al-

Magdisi ash-Shalihi al-Hanbali

Tagiyuddin Abu Ishaqg Ibrahim bin Muhammad al-Azhar ash-

Sharifaini a-Hanbali

Tagiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-

Maqdisi

Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin

Abdullah a-Mundziri

Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-

Hashani

Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin

Ahmad bin Quddamah al-Magdisi al-Jumma’ili.*°

Ibnu Qudamah wafat di Baghdad pada tshun 620 H.* Para

sgjarawan telah sepakat bahwa beliau wafat di Damaskus, lau
dikebumikan di kuburannya yang terkenal dan terletak di gunung Qasiyun,
Damaskus.™

% 1bid, him. 5-7.

¥ Ibid, him. 7.

" Hashi ash-Shiddieqy, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1971), him. 172

2 1bnu Qudamah, Op. Cit., him. 5.
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2. Karya-Karyalbnu Qudamah
Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat
dibuktikan pada zaman sekarang melaui karya-karya tulis yang
ditinggalkannya. Sebagai seorang ulama besar dikalangan madzhab Hanbali,
ia meningga kan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab
Hanbali. Menurut penelitian Abdul Aziz Abdurrahman as-Sa’id, seorang
tokoh figih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang
ilmu seluruhnya 31 buah, dalam ukuran besar dan kecil. Diantara karya-
karya Ibnu Qudamah sebagai berikut:
a. Kitab dalam bidang usuludin:
Al-burhan fi mas’alah al-qur’an
Jawabu mas’alah waradat min sharhadi fi al-qur’an
Al-i’tigad
Mas’alah al-uluwi
Dzam al-takwil
Kitab al gadar
Kitab fatla’il al-sahaban
Risalah ila syaikh fahrudin ibn taimiyah fi tahlidi ahli al-bidai fi al-
naar
Mas’alah fi tahrini al-nazar fi kutubu ahli al-kalam
b. Kitab dalam bidang hadits:
v Mukhtashar al-‘ilal al-khailal
v" Muhktasahar fi gharib al-hadits
v" Masyikh ukhra
c. Kitab dalam bidang figih:
o Al mughni
o Al kafi

o Al-mugni’
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Muhktasar al-hidayah li abi al-khattab
Al-umdah fi figh
Manasik al-haji

o O O O

Dzam al-waswas
0 Raudhah al-nazhir wa junnah al munazhir
d. Kitab dalam bidang bahasa dan nasab:
= Qun’ah al-aribfi al gharib
= Al-tibyan an-nasab al-quraisysin
= |stibshar fi nasab al anshar
e. Kitab dalam bidang tasawuf:
+ Kitab al-tawabin fi al hadits
+ Kitab al-mutahabiin fillah
% Al-rigah wa al-bika’
% Fadhail al-syura
% Fadhail al-asyari.®

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasal berbagai bidang ilmu keislaman,
namun di kalangan akademisi Islam ia lebih dikenal dan menonjol sebagai
ahli figih dan ushl figih. Dua kitabnya yakni al-Mughni dan Raudah an-
Nazir dijadikan rujukan oleh ulama.'* K eistimewaan kitab al-Mughni adalah
apabila pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan madzhab lainnya,
senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat
madzhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan:

......... #}@94‘“\#4\1’\ Jomy Cuaa Ul
Artinya: Alasan kami adalah hadits Rasulallah SAW....

3 Abi Muhammad ‘Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, al-Mugni al-Syarh
al-Kabir, Juz. 1, Op. Cit., him. 6.
¥ Abdul Azis Dahlan, Op. Cit., him. 620.
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Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan
prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan
argumentasi berdasarkan akal.*®

Demikian juga dengan kitab Raudah an-Nazr dibidang ushul figih,
yang merupakan kitab tertua dibidang ushul dalam madzhab Hanbali, sgjalan
dengan prinsip ushul figih dalam madzhab tersebut dan dianggap sebagai
kitab ushul standar dalam madzhab Hanbali. Dalam kitab ini pun lbnu
Qudamah membahas berbagai persoalan ushul figih dengan membuat
perbandingan dengan teori ushul Madzhab lainnya. la tidak berhenti
membahas suatu masalah, sebelum setigp pendapat didiskusikan dari
berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan mengajukan
pendapatnya atau pendapat Madzhab Hanbali. Karena cara membahas
berbagai persoalan figih dan ushul inilah, kedua kitab Ibnu Qudamah
tersebut dijadikan rujukan, bailk oleh ulama sesudahnya dari berbagai

madzhab maupun oleh parailmuan di zaman sekarang.®

B. Pendapat 1bnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah
Melalui Wasiat
1. Wali nikah
Dalam menikahkan seorang wanita, yang paing berhak
menikahkannya adalah wali nasab. Adapun wali nasab yang memiliki
kedudukan utama yaitu ayah dari wanita tersebut. Seorang ayah tidak hanya
menjadi wali yang utama, akan tetapi ayah juga mempunyai hak ijbar
(menikahkan seseorang dengan cara memaksanya) dengan memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan. Wali dalam pernikahan merupakan salah satu
syarat yang harus dipenuhi agar akad nikah itu sah. Pernikahan seorang

> Ali Hasan, Op. Cit., 281-282.
1 Abdul Azis Dahlan, Op. Cit., him.620.
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perempuan tidak akan sah tanpa izin dari walinya. Dalam kitab al-Kafi fi
Figh al-lmam Ahmad bin Hanbal 1bnu Qudamah menyatakan:
o ol 48 il Ly 3 Wyl ) Lol 31 al) atie ld
Artinya: sesungguhnya akad pernikahan seorang perempuan untuk dirinya
sendiri, atau untuk selainnya (perempuan) dengan izin wali dari
perempuan itu, atau tanpa izin wali, pernikahan tersebut tidak sah.
2. Wasat
Wasiat merupakan pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk
melakukan sesuatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup
maupun setelah wafat. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong
menolong antara sesama muslim bak yang bersifat materi maupun
manfaat.'® Pelaksanaan wasiat dilakukan setelah orang itu meninggal dunia
Ibnu Qudamah mendefinisikan wasiat sebagai berikut:

(D gall ey gl e (2

Artinya: “Wasiat adalah perintah yang dilaksanakan setelah meninggal
dunia.”

Kemudian dalam kitab al-Kafi fi Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal
Ibnu Qudamah menmbahkan bahwa:

Jseaas aslaas Flins aguia o 4 clldl o5 (Say be IS dpa gl may
LS Gl 8 Slad Alle (g s e cllas asY

Artinya: “Wasiat sah dengan setiap perkara yang bisa dipindah
kepemilikannya, entah itu barang yang bisa dibagi, dikabarkan,

7 gyekh al-lIsam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Magdisi, al-
Kafi fi Figh al-lmam Ahmad bin Hanbal, Juz. 3, (Beirut: Dar a Fikr), him. 8.

'8 Abdul Azis Dahlan, Op. Cit., him. 1926.

9 Al-Ilmam Muwaffaquddin ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni’, Op.
Cit., him. 169.

0 gyekh a-lslam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Magdisi, al-
Kafi fi Figh al-lmam Ahmad bin Hanbal, Op. Cit.,him. 343.
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diketahui, dan barang yang tidak diketahui, karena wasiat adalah
memberikan kepemilikan dari hartanya, seperti halnya jual beli.”

Dalam hal orang yang dapat mewasiatkan, Ibnu Qudamah berpendapat:
23 e (ad s alue e 4S8l uay 0 S A )l i
Artinya: “Wasiat itu sah untuk setiap orang yang memiliki dari golongan
muslim, kafir dzimmi, orang yang murtad dan kafir kharbi.”
Kemudian Ibnu Qudamah juga menjelaskan ketentuan orang yang
berwewenang menerima wasiat. Seperti yang terdapat dalam kitab al-
Mugni’:
al sl 3yl o Bl e sl lae N ipa s o
..... Guldll N st aie g can pe (N mai Vel
Artinya: “Sah wasiatnya seorang muslim kepada setiap muslim lainnya yang
berakal dan adil, sekalipun budak, anak yang beranjak baligh,
perempuan, anak, dan tidak sah wasiat kepada selain muslim,
aqil, adil. Tetapi sah was at kepada orang fasiq.”
3. Wali Washi Dalam Pernikahan
Pada bab sebelumnya tel ah dijelaskan bahwasanya para ulama berbeda
pendapat mengenai wali washi. Ada ulama yang membolehkan adanya wali
washi dan ada pula ulama yang menolak wali washi. Madzhab Malikiyah
dan Hanbaliyah membolehkan adanya wali washi, sedangkan madzhab
Hanafiyah dan Syafi’iyah menolak adanya wali washi. Kedudukan wali
washi dalam menikahkan perempuan sama dengan kedudukan seorang ayah
yang memberi wasiat. Karena ayah memiliki hak ijbar dalam menikahkan
anaknya, maka wali washi juga memiliki hak ijbar seperti ayah tersebuit.
Wali washi juga harus memenuhi syarat-syarat dalam perwalian
sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

2L Al-lmam Muwaffaquddin ‘Abdullah Ahmad ibn Qudamah al-Magdisi, al-Mugni’, Op. Cit.,
him. 171.
?bid., him. 179.
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Menurut Imam Malik washi dari bapak lebih didahulukan untuk
menikahkan seorang perempuan yang masih perawan (al-bikr), sama juga
bagi orang yang sudah janda (al-sayb). Bagi orang yang memerdekakan
hamba sahaya atau bekas tuan (maula al-mu’tiq). Bisa menikahkan hamba
perempuannya tadi jikatidak ada wali nasab, sedangkan seorang perempuan
yang memerdekakan atau dulu bekas tuan, masih menjadi perdebatan. Kalau
yang di atas tidak ada, maka hakimlah yang menjadi wali. Kalau tidak ada
hakim, maka walinya adalah setiap orang Islam laki-laki yang memenuhi
syarat menjadi wali.”®

Washi dari bapak kedudukannya sebagai wali mujbir seperti bapak.
Imam Malik menempatkan posisi wali washi sebagai wali mujbir sama
seperti bapak untuk menikahkan wanita yang diwasiatkannya. Dalam hal ini
terkandung giyas bahwa apapun yang menjadi hak bapak baik itu hak ijbar
atau yang lain, maka washi pun memiliki hak itu.**

Adapun ulama Hanafiyyah memberikan argumen bahwa (tidak ada
perwalian bagi orang yang menerima wasiat), walaupun dia adalah orang
yang menerima wasiat (untuk menikahkan) seorang yatim (secara mutlak)
apabila seorang bapak memberikan wasiat kepadanya untuk menikahkan.
Kemudian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwasanya orang yang
menerimawasiat tidak menjadi wali, baik seorang bapak memberikan wasi at
untuk menikahkan ataupun tidak. Apabila dinikahkan dengan laki-laki yang
sudah ditentukan semasa hidupnya oleh pemberi wasiat (bapak) maka

disebut wakil bukan orang yang menerima wasiat. Apabila pernikahan

% Abu Bakar ibn Hasan al-Kasynawi, Op. Cit., hlm.370.

2 Khoirul Jaza, Skripsi, Sudi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wali Washi Dari
Bapak Lebih Didahulukan Sebagai Wali Nikah Daripada Wali Nasab, (Semarang: Perpustakaan |AIN
Walisongo, 2008). HIm. 71-72.
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dilakukan setelah meninggalnya pemberi wasiat maka batallah perwakilan
dan berpindahlah perwalian kepada hakim apabila tidak ada kerabat.?

Menurut Syafi’i apabila orang yang meninggal itu telah mewasiatkan
untuk mengawinkan anak-anak perempuannya, kepada seseorang yang lebih
utama dari padanya, maka orang itu mengawinkan mereka dengan kewalian
nasab (keturunan) atau wala’ dengan tiada wasiat, maka yang boleh
demikian. Kalau dia itu bukan wali anak-anak perempuan tersebut, maka
tidak boleh ia mengawinkan mereka. Bagi yang membolehkan dikawinkan
oleh washi adalah pembatalan bagi wali-wali, apabila wali-wali itu dari
keturunan. Dan tidak boleh bahwa diwalikan oleh yang bukan keturunan.®

Pendapat selanjutnya yang membolehkan wasiat dalam perwalian
nikah adalah ulama Hanbaliyyah. Ibnu Qudamah salah satu ulama
terkemuka madzhab Hanbali dalam kitabnya al-Mughni menyatakan
bahwasanya peralihan wewenang perwalian nikah itu dapat diperoleh
melalui wasiat sebagai berikut:

Lt sy () gm0 5 Jlall Y 5 L dlinem s < jlad OO AL 409 5 Ll Ll
DAY S Led ity () lad dige 2ay dalie Ll 4l 0S8 allia B

JUll (8 4l e gl S 8 Ly Y 138 ed cJLl 43 55 g 05 583
Dl pm s e Ll (5 ,aY1 A SIS Jpmglly Loy ol (i 5l (s Ll
I (B Aa gl ey

Artinya: “Menurut kami, perwalian adalah wewenang yang ditetapkan

untuk ayah, maka hal tersebut boleh diwasiatkan seperti halnya
wewenang atas harta. Karena dia (ayah) boleh juga mewakilkan

% Muhammad Amin, Radd al-Muhktar, juz IV, (Bairut: Dar a-Kutub al-‘limiyah, 1994), him.
197.

% Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i, Al-Umm, terj. Ismail Yakub, Al Umm (Kitab Induk), jilid.
6, (Jakarta: Faizan), him. 56.

" Abu Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, al-Mughni syarh al-
Kabir, Op. Cit., Juz. 9, him. 354.
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hal tersebut dalam hidupnya, maka wakilnya tetap dapat
menggantikan posisinya setelah ia meninggal dunia, maka boleh
mewakilkan hal tersebut seperti wasiat atas harta dan apa yang
telah disebutkan (wakil) dapat membatalkan dengan wewenang
harta, maka dari itu tidak diperbolehkan wasiat dalam pernikahan
dengan wasiat dalam harta karena kedua wewenang tersebut
tidak dapat dimilikinya dengan wasiat seperti wasiat yang lain hal
ini disamakan atas wasiat harta tidak dapat dimiliki bersamaan
dengan wasiat dalam pernikahan.

Daam pernyataan di atas Ibnu Qudamah menyatakan bahwasanya
perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka ayah tersebut
juga boleh mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian. Ibnu Qudamah
menggiyaskan masalah wewenang perwalian dengan wewenang atas harta.
Ayah dapat mewakilkan wewenang perwalian semasa hidupnya, maka wakil
dari ayah dapat menggantikan posisi si ayah. Hal ini sama dengan wasiat
harta kekayaan. Wasiat harta dan wasiat dalam pernikahan tidak dapat
diperoleh secara bersamaan, apabila seseorang telah diwasiati atas harta
seseorang, maka orang tersebut tidak dapat menerima wasiat atas perwalian
nikah, dan sebaliknya. Wasiat atas harta dan wasiat atas perwalian nikah
tidak dapat dimiliki secara bersamaan.

Kemudian dalam kitabnya al-Mughni Ibnu Qudamah menambahkan

bahwa wali washi memiliki kedudukannya yang sama dengan ayah.

3 sl VS e OIS el g AY 5 (63 JS (e IS dpa sl sad 13a lad
Ol dpa s S8 Hlal¥l A J6l) oS ld adlie psdy Jg IS mgg 0 S yuaa
S SIS 5 Aalie 5 ATY IS Apn i Ui | ) iy oS

Artinya: “Diperbolehkan berwasiat dengan perwalian nikah dari semua
yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Sama halnya yang
mempunyai kekuasaan mutlak (dalam perwalian) yaitu ayah atau
yang mempunyai kekuasaan tidak mutlak dari orang selainnya.
Semua wali mewasiatkan wewenangnya (perwalian) untuk

2 |bid, him. 355.
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digantikan kedudukannya. Wali boleh memaksanya dan begitu

pula orang diberikan wasiat oleh wali, meskipun adanya orang

yang di berikan wasiat oleh si wali tersebut masih membutuhkan

izin terlebih dahulu kepada orang yang akan dinikahkan, dengan

demikian antara wali dan orang yang diwasiati sama karena

adanya orang yang diwasiati menempati tempatnya wali, maka

orang yang diwasiati kedudukannya adalah seperti halnya wakil”

Semua orang yang memiliki kekuasaan atas perwalian seseorang

daam menikahkannya, maka menurut Ibnu Qudamah ha itu boleh

diwasiatkan. Baik itu yang memiliki kekuasaan secara mutlak dalam

perwalian anaknya yaitu ayah maupun yang mempunyai kekuasaan tidak

mutlak yaitu orang lain. Keduanya memiliki hak untuk mewasiatkan

wewenangnya dalam perwalian nikah. Wali tersebut boleh memaksa wanita

yang berada di bawah perwaliannya. Begitu pula dengan orang yang

menerima wasiat dari ayah, dia juga boleh memaksa wanita yang di bawah

perwaiannya. Kekudukan antara ayah dengan orang yang diwasiati oleh

ayah adalah sama, hal ini karena orang yang diwasiati menempati kedudukan
ayah. Orang yang diwasiati ayah memiliki kedudukan seperti wakil.

Salah satu ulama madzhab Hanbali, yaitu Syekh Syamsuddin

Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi dalam kitabnya Syarh al-Zarkasyi

‘ala Mukhtashshar al-Khiragi fi Figh al-lmam Ahmad bin Hanbal

menyebutkan bahwa:
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Artinya: “Washi ayah di dalam pernikahan itu adalah orang yang
menempati posisinya ayah, maka ketika menikahkan anak kecil
dan orang gila itu seperti posisi ayah, karena dia telah
menempati posisinya ayah, dan wakil menggantikannya. Hukum

# gyamsuddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi Al-Mishri Al-Hanbali, Syarh Az-
Zarkasyi ‘ala Mukhtashshar Al-Khiragi fi Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Jilid 5, him. 98.
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ini dikembalikan pada hukum asal yaitu sesungguhnya wali
nikah itu memiliki fungsi dalamwasiat.”
Ibnu Qudamah juga menjelaskan mengenai wakil wali dalam
pernikahan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitabnya al-Kafi fi Figh al-
Imam Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:
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Artinya: “Setiap wali boleh mewakilkan kewaliannya di dalam pernikahan,
maka setiap wakil menempati posis muwakil (orang yang
mewakilkan) meskipun muwakil ada atau tidak ada™.

Wakalah merupakan pemeliharaan dan pendel egasian perwakilan yang
bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Wakalah dalam figih
Islam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka tolong menolong
antara pribadi dalam masalah perdata maupun pidana.® Wali washi memiliki
kedudukan sebagal wakil dari ayah. Setiap orang yang memiliki kekuasaan
dapat mewakilkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat. Wakil
dalam perwalian nikah dan wali washi memiliki kedudukan yang setara,
keduanya sama-sama menempati posisi ayah dalam hal menjadi wali nikah.
Akan tetapi wali washi dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal
dunia. Sedangkan wakil dalam perwalian dilakukan pada saat orang yang
mewakilkan masih ada.

Dalam kitabnya al-Kafi fi Figh al-lmam Ahmad bin Hanbal bab
wakalah, Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa diperbolehkan wakalah
daam akad muamalah yang disamakan dengan membeli, dan di dalam
memiliki barang-barang yang diperbolehkan seperti: menghidupkan bumi

% gyekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Magdisi, al-
Kafi fi Figh al-lmam Ahmad bin Hanbal Op. Cit., him. 14.
3 Abdul Azis Dahlan, Op. Cit., him. 1911.
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yang mati dan berburu karena itu termasuk memiliki harta dengan sebelan
tak tentu. Maka boleh mewakilkannya seperti membeli, juga diperbolehkan
dalam akad nikah, karena Nabis SAW mewakilkan Amer bin Umayah a-
Dhamiri lalu Nabi menikahkan dengan Ummu Habibah, dan juga boleh
mewakilkan dalam talak, memerdekakan, khuluk, dan rujuk.*
;AR5 Y ) G e (e 4 IS5 £

Artinya:”Wali dalam pernikahan dapat mewakilkan tanpa izin seorang

perempuan (yang berada di bawah kekuasaan wali). Karena ini

merupakan wewenangnya (wali).”

Ibnu Qudamah juga memaparkan dalam kitab al-Kafi fi Figh Imam
Ahmad bin Hanbal, bahwa orang-orang yang berhak menerima wakalah
adalah orang yang cakap dalam bertindak sesuai hukum syara’.

Dari beberapa pendapat Ibnu Qudamah di atas dapat disimpulkan
bahwa wali dalam pernikahan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Wali
dapat mewakilkan wewenangnya dalam perwalian nikah. Kedudukan wakil
wali dalam pernikahan sama dengan kedudukan orang yang mewakilkannya.
Dalam mewakilkan wewenangnya, muwakil (orang yang mewakilkan) dapat
mewakilkannya melalui wasiat (wali washi), dan pelaksanaan perwakilannya
setelah mushi meninggal dunia.

C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang
Wali Nikah Melalui Wasiat

Istinbath menurut bahasa adalah mengeluarkan, sedangkan menurut

istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung)

*? Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Magdisi, al-
Kafi fi Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal Op. Cit., him. 173.
* Ibid., him. 175.
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dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.®* 1bnu
Qudamah dalam penggdian hukum mempunya gaya dan metode yang
mengikuti istinbath hukum madzhab Hanbali pada umumnya. Secara berurutan
dasar dalam penetapan hukum (istinbath) madzhab Hanbali adalah nash a-
Qur’an dan nash hadits, fatwa sahabi, pendapat sebagian sahabat, hadits mursal
dan hadits dha’if, giyas.>> Dalam kitab Thabagat Al-Hanabilah, syaikh 1bnu
Tamim, salah seorang murid Ibnu Qudamah mengupas pokok-pokok ushul figih
madzhab Imam Ahmad, dan mengelompokkannya dalam lima sumber, yaitu:
Pertama: kitabullah, berdasarkan firman-Nya:
LE i
Artinya: ““.....Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-qur’an....” (QS. Al-
An’am: 38).%°

Kedua: Sunnah Rasulallah, berdasarkan firman-Nya:

T af Bl

Artinya: ““....Dan apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah
dan rasul-Nya....” (QS. An-Nisaa’: 59).37

LA UL T B
Artinya: “...Dan apa-apa yang telah diberikan Rasul, maka terimalah. Dan apa-

apgsyang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah... (QS. Al-hasyr:
7.

Dan berdasarkan pernyataan Rasulallah:

¥ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah,
2005), him. 142.

® Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Figh, Cet. 8, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), him.
121-124.

% Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., him. 248

37 |bid, him. 162
% |bid, him. 1118
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Artinya: ““Dan hendaklah engkau mengikuti sunnahkul.....”

Ketiga: ijma’, atau kesepakatan ulama pada masa tertentu dari ahlinya tanpa ada
perpecahan. Bila ada yang menentangnya, sekalipun hanya seorang, maka yang
demikian itu tidak dikatakan ijma’. Apabila keputusan telah diambil dan tersiar
diseluruh pelosok wilayah dan diketahui oleh orang banyak, dan ternyata tidak
ada seorang pun yang menolaknya, makaitulah ijma’. Imam Ahmad berpendapat
bahwa ijma’ adalah di antara para sahabat, dan selain mereka harus mengikuiti.
Sebagian dari pengikut Imam Ahmad berpendapat, ijma’ yang dilakukan oleh
ulama pada setiap masa harus disertai persyaratan mempunyai kedudukan seperti

ijma’nya para sahabat. Hal ini berdasarkan ucapah Rasulallah:

Artinya: “Umatku tidak akan menyepakati suatu kesesatan.....”

Keempat: Ucapan atau ama salah seorang sahabat yang tersiar dan tidak
diketahui adanya seorang pun yang yang mengingkarinya. Hal ini didasarkan
pada sabda Rasulallah:

A} A agily o saillS il

Artinya: “Sahabatku adalah laksana bintang-bintang, kepada siapapun dari
mereka kalian meminta petunjuk, pastilah akan menuntun kalian...”
Kelima: Qiyas. Menurut Ibnu Qudamah qiyas dilakukan dengan syarat hanya
dalam keadaan darurat. Definisi giyas dalam pandangan madzhab Hanbali yaitu
mencegah sesuatu dengan melihat masalah yang semisalnya yang mencakup illat
pokok dan cabangnya. Bila hal itu tidak ada, makatidak boleh melakukan giyas.

43.

¥ Al Abi Isa Muhammad ibn “Isa ibn Saurah, al-Jami’ al-Shahih, (Bairut: Dar a-Fikr), him.

0 Al-Imam Jalaluddin ibn Abi Bakar al-Suyuti, al-Jami’ al-Shaghir fi al-Hadits al-Basyir al-

Nadzr, juz. 1, (Bairut: Dar a- Kutub a-‘limiyah), him. 113.

“L A. Yazid Qasim, Himpunan Hadits-Hadits Lemah dan Palsu, (Surabaya: Bina llmu, 1986),

him. 330.
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Di samping itu, harus ada kemiripan dan perbandingan hingga menjadikan illat
yang ada itu benar dan mencakup pokok dan cabangnya.** Dalil a-Qur’an yang
menunjukkan kebolehan giyas adalah firman Allah surat al-Nisa’ ayat 59:

P
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Artinya: *““Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-
Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa’;: 59).*
Istinbath hukum Tbnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian
nikah melalui wasiat adalah sebagai berikut:
1. Hadits Nabi
Daam penggambilan hukum adanya wali dalam pernikahan, Ibnu
Qudamah berdasarkan hadits Nabi, yaitu:

Adile ge 3500 0o el oozl oo @l dlue cu Sl Uias
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Artinya: “Diceritakan dari Kuraib, Abdullah bin Mubarok, dari Hajjaj, dari
az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, Nabi SAW, dan dari
‘Ikrimah, dari Ibn Abbas. Bahwa Rasulallah SAW. bersabda tidak
diperbolehkan nikah kecuai dengan adanya wali. Dalam hadist
‘Aisyah sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai
wali”.

2 Mustofa Muhammad asy-Syak’ah, Islamu Bi Laa Madzaahib, terj. A.M. Basalamah, Islam

Tidak Bermadzhab, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), him. 379-380.

“3 Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit, hlm.162.
4 Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid a Qazwini, Op. Cit., him. 605.
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Artinya: “Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, diceritakan dari
Mu’ad. Diceritakan ibn Juraij, dari Sulaiman ibn Musa, dari
Zuhri, dari *Aisyah, Rasulallah SAW bersabda: apabila seorang
perempuan dinikahkan bukan dengan walinya, maka
pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal.
Apabila sudah terlanjur menikah maka mahar perempuan ter sebut
berwewenang atas mahar maka wewenangim adalah walinya
yang tidak mempunyai wali”.

Dari kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa tidak sah menikah
tanpa adanya wali. Kemudian hadits kedua menambahkan jika pernikahan
tanpa wali sudah terjadi, maka perempuan itu berwewenang mendapatkan
mahar untuk menghalalkan kemaluannya. Kemudian Ibnu Qudamah
menambahkan bahwawali dalam pernikahan boleh diwakilkan.
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Artinya: “Bahwasanya beliau (Nabi SAW.) mengutus Abu Rafi’ sebagai

wakil pada pernikahannya dengan Maimunah, dan mengutus Amr

bin Umayyah sebagai wakil pada pernikahannya dengan Ummu
Habibah™.

Nikah adalah akad pertukaran, maka boleh diwakilkan seperti halnya
dalam akad jua beli. Sesungguhnya dalam pernikahan boleh diwakilkan,
wakil itu ibarat ayah. Seorang ayah dapat mewakilkan wewenang
perwaliannya secara mutlak. Berdasarkan dari hadits tersebut 1bnu Qudamah
membolehkan adanya wakil dalam pernikahan serta membolehkan wakil

dalam perwalian nikah.

“ Ibid.
6 Abi Muhammad ‘Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, al-Mughni Syarh al-
Kabir, Op. Cit., him. 352.
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2. Qiyas
Ibnu Qudamah dalam menggali hukum wewenang perwalian nikah
yang diperoleh melalui wasiat adalah dengan qgiyas. Hal ini dapat dipahami
dengan melihat pendapat 1bnu Qudamah yang menyamakan wewenang ayah
sebagai wali dalam pernikahan dengan wewenang atas harta kekayaan.
Adapun rukun giyas yang harus dipenuhi diantaranya adalah:
1) Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang
dijadikan tempat mengqiyaskan.
2) Far’u (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya. Far’u itulah
yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashl.
3) Hukumashl, yaitu hukum syara’ yang ditetapkan oleh suatu nash.
4) lllat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada ashl. Dengan adanya sifat
itulah ashl mempunyai suatu hukum dan dengan sifat itu pula terdapat
cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum ashl.*’

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pendapat yang
dipaparkan Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah
melalui wasiat dalam kitab al-Mughni menunjukkan bahwa landasan yang
digunakan Ibnu Qudamah adalah hadits Nabi SAW tentang perwakilan.
Sdlain itu Ibnu Qudamah dalam istinbathnya tentang masalah wewenang
perwalian nikah melalui wasiat juga berlandaskan pada qgiyas. Hal ini
disebabkan karena tidak ada nash a-Qur’an yang secara jelas menyebutkan
kebolehan wewenang wali nikah melalui wasiat, maka dari itu istinbath
hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam masalah ini adalah hadits
tentang perwakilan dan giyas.

4" Rachmat Syafe’i, llmu Ushul Figih, cet. 1V, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), him. 87-88.
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